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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam 

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja / Laporan 

Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud dan 

pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya 

yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam 

melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) 

mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon IV berkewajiban untuk membuat 

Laporan Kinerja Tribulan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan 

pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 

berakhirnya periode triwulanan. Dan Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu kelas 

jabatan pada Eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan 

laporan kinerja dimaksud.  

Pelaporan Kinerja Tribulan sebagaimana dimaksud diatas 

merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Analis Kebijakan Muda Sub-

Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam 

mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum 

dapat dicapai dalam kurun waktu Tribulan I Tahun Anggaran 2022. 

Disamping itu, Pelaporan Kinerja dimaksud juga bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara 
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perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan 

kegiatan dan pelaksanaan anggaran.  

Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah merupakan salah satu Sub-Substansi yang ada di 

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana 

amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 

188.45/32/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas 

Sub-Koordinator pada Sekretariat Daerah pada Lampiran khususnya point 

1.1 disebutkan bahwa tugas Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;  

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi 

pemerintahan dan otonomi daerah;  

3. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;  

4. Menghimpun dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Standar 

Pelayanan Minimal serta manajemen pelaporan pemerintah daerah;  

5. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Otonomi Daerah;  

6. Melaksanakan penataan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati 

kepada Perangkat Daerah;  

7. Melaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan;  

8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi izin dan cuti, 

pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati;  
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9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan 

Pemilihan Umum;  

10. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi 

pengangkatan, pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

11. Melaporkan pelaksanaan tugas;  

12. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan 

yang perlu diambil di bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan sesuai dengan tugasnya. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan rencana kinerja dan proses 

perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 

(satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja 

Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis 

Kebijakan Muda Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.1. 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  

Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan  

dan Otonomi Daerah 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Terfasilitasinya 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

12 

dokumen 

2. Terfasilitasinya Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 

laporan 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

3. Terfasilitasinya Kegiatan 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

6 

dokumen 

4. Terfasilitasinya Kegiatan 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi Daerah 

3 

dokumen 

5. Terfasilitasinya Kegiatan 

Koordinasi, Penyusunan 

Dokumendan Perubahan 

RKA  

Jumlah Dokumen RKA SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

1 

dokumen 

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA SKPD 

1 

dokumen 

 

2.2. CAPAIAN KINERJA 

Adapun pencapaian kinerja Analis Kebijakan Muda Sub-

Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari segi 

pengukuran kinerja kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan 

pada indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan 

realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja yang 

dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi  

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Tribulan I Tahun 2022 

 

No. 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6=5/4 
1. Terfasilitasinya 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

3 dokumen 3 dokumen 100 % 

2. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

3 

 laporan 

3  

laporan 

100 % 

3. Terfasilitasinya 

Kegiatan Penataan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

4 dokumen 4 dokumen 100 % 

4. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

0 dokumen 0 dokumen 0 % 

5. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Koordinasi, 

Penyusunan 

Dokumendan 

Perubahan RKA  

Jumlah Dokumen RKA 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

1 dokumen 1 dokumen 100 % 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 

RKA SKPD 

0 dokumen 0 dokumen 0 % 
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Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 yaitu Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah terealisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini yaitu dokumen 

hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 3 

(tiga) dokumen yaitu administrasi pembayaran honorarium Kuasa 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPTK 

Operasional Kantor Bulan Januari sampai dengan Maret 2022; 

2. Sasaran 2 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah pada Tribulan I tercapai sebesar 100%. Adapun output 

kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Dan Konsultasi SKPD sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri 

dari Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD, Fasilitasi 

Perjalanan Dinas Dalam maupun Luar Daerah pada Bulan Januari 

sampai dengan Maret 2022; 

3. Sasaran 3 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Administrasi 

Pemerintahan pada Tribulan I tercapai sebesar 100%. Output 

kegiatan berupa Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi 

Pemerintahan sebanyak 4 (empat) dokumen yang terdiri dari 

Dokumen LPPD, LKjIP, LKPj, dan SPM Kabupaten Lumajang Tahun 

Anggaran 2021; 

4. Sasaran 4 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Pelaksanaan Otonomi 

Daerah pada Tribulan I tercapai sebesar 0% dari target. Output 

berupa Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu 

Peringatan Hari Otonomi Daerah dilaksanakan pada Bulan April 

(Tribulan II) sehingga tidak ada capaian pada Tribulan I; 

5. Sasaran Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Dokumen 

dan Perubahan RKA pada Indikator Jumlah Dokumen RKA SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada 

Tribulan I tercapai sebesar 100%. Output berupa penyusunan 

dokumen RKA Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 telah 

tuntas dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan pada indikator 
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Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD tidak ada capaian 

kinerja pada Tribulan I disebabkan Perubahan RKA SKPD 

dilaksanakan pada Tribulan IV. 

 

 Tabel 2.3 

Capaian Kinerja Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi  

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Tahun 2022 

 

No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1. Terfasilitasinya 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

12 

dokumen 

3 

dokumen 

25 % 

2. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

12 

laporan 

3  

laporan 

25 % 

3. Terfasilitasinya 

Kegiatan Penataan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

6 

dokumen 

4 

dokumen 

66,6 % 

4. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

3 

dokumen 

0 

dokumen 

0 % 

5. 
Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Koordinasi, 

Penyusunan 

Dokumendan 

Perubahan RKA  

Jumlah Dokumen RKA 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

1 

dokumen 

1 

dokumen 

100 % 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA SKPD 

dan Laporan Hasil 

1 

dokumen 

0 

dokumen 

0 % 
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No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Realisasi Capaian 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 

RKA SKPD 

 

Dari tabel 2.3 tampak bahwa capaian kinerja Analis Kebijakan 

Muda Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Tribulan I terhadap target satu tahun anggaran sudah sangat baik yang 

terlihat dari tercapainya 5 (lima) sasaran kinerja kegiatan dengan hasil 

maksimal. 

 

    Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja 

sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 diatas tentunya dibutuhkan 

anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan 

mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target 

kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.  
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Tabel 2.4 

Cost per outcome Analis Kebijakan Muda Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tribulan I-2022 

No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Anggaran Kinerja Efisiensi 

Pagu Realisasi 
Capaia

n 
Target Realisasi 

Capai

an 
 

1. Terfasilitasinya Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

5.377.000 0 

 

0% 3 

Dokume

n 

3 

Dokumen 

100 % 100% 

2. Terfasilitasinya Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

31.144.500 0 

 

0% 3 

Laporan 

3 Laporan 100 % 100% 

3. Terfasilitasinya Kegiatan 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

54.922.680 0 

 

0% 4 

Dokume

n 

4 

Dokumen 

100 % 100% 

4. Terfasilitasinya Kegiatan 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

10.800.000 10.800.000 100% 0 

Dokume

n 

0 

Dokumen 

0 % (100)% 

5. Terfasilitasinya Kegiatan 

Koordinasi, Penyusunan 

Dokumendan Perubahan 

RKA 

Jumlah Dokumen RKA 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

0 0 0% 1 

Dokume

n 

1 

Dokumen 

100% 100% 

 

 Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA SKPD 

0 0 0% 1 

Dokume

n 

0 

Dokumen 

0% 0% 
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 Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 yaitu Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah terdapat efisiensi sebesar 100%. Efisiensi ini terjadi 

disebabkan kinerja Tribulan I tercapai sebesar 100% dari target 

sedangkan realisasi anggaran sebesar 0%.  Sebenarnya anggaran 

pada Tribulan I telah terealisasi sebesar Rp 4.902.000, namun 

realisasi ini tercatat pada LRA Tribulan II; 

2. Sasaran 2 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar 100%. Besarnya 

efisiensi ini disebabkan tidak adanya realisasi anggaran pada 

Tribulan I yang mana realisasi anggaran sasaran 2 pada Tribulan I 

sebesar Rp17.969.781 tercatat pada LRA Tribulan II; 

3. Sasaran 3 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Administrasi 

Pemerintahan terdapat efisiensi sebesar 100%. Besaran efisiensi 

tersebut disebabkan oleh capain indikator kinerja kegiatan sebesar 

100% dengan output penyusunan dokumen penataan administrasi 

pemerintahan sebesar 4 dokumen tuntas dilaksanakan pada 

Tribulan I, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 0% 

disebabkan penyerapan anggaran kegiatan tersebut pada Bulan 

Maret sebesar Rp36.821.697 dilaporkan pada Bulan April 2022 

sehingga realisasi tersebut tercatat pada Tribulan II;   

4. Sasaran 4 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Pelaksanaan Otonomi 

Daerah terdapat efisiensi sebesar minus 100%. Efisiensi minus 

disebabkan karena output berupa fasilitasi pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah, Upacara 

Hari Jadi Provinsi dan Pelaksanaan Pemilu terjadwalkan pada 

Tribulan II dan Tribulan IV. Sedangkan capaian realisasi anggaran 

sebesar 100% merupakan realisasi dari pembayaran Gaji PTT pada 

Tribulan I;   
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5. Sasaran 5 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi Penyusunan 

Dokumen dan Perubahan RKA terdapat efisiensi sebesar 100%. 

Besaran efisiensi ini disebabkan oleh penyusunan dokumen RKA 

SKPD maupun perubahannya tidak teralokasikan anggaran 

sehingga hanya capaian kinerja saja.  

 

Adapun  pengukuran atas capaian anggaran terhadap 

capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dijabarkan 

sebagaimana  tabel 2.5 berikut : 



 

 

13 

Tabel 2.5 Cost per outcome Analis Kebijakan Muda 

Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Terhadap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 

 

 

No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Anggaran Kinerja Efisiensi 

Pagu Realisasi 
Capaia

n 
Target Realisasi 

Capaia

n 
 

1. Terfasilitasinya 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

19.833.000 0 

 

0% 12 

Dokume

n 

3 

Dokumen 

25 % 25% 

2. Terfasilitasinya 

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

124.578.000 0 

 

0% 12 

Laporan 

3 Laporan 25 % 25% 

3. Terfasilitasinya 

Kegiatan Penataan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan 

93.752.680 0 

 

0% 6 

Dokume

n 

4 

Dokumen 

66,6 % 66,6% 

4. Terfasilitasinya 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

353.285.300 10.800.000 3,05% 3 

Dokume

n 

0 

Dokumen 

0 % (3,05%) 

5. Terfasilitasinya 

Kegiatan Koordinasi, 

Penyusunan 

Dokumendan 

Perubahan RKA 

Jumlah Dokumen RKA SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

0 0 0% 1 

Dokume

n 

1 

Dokumen 

100% 100% 

 

 Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA SKPD 

0 0 0% 1 

Dokume

n 

0 

Dokumen 

0% 0% 
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LLaappoorraann  KKiinneerrjjaa  ((LLKKjj))    

AAnnaalliiss  KKeebbiijjaakkaann  MMuuddaa  SSuubb--SSuubbssttaannssii  AAddmmiinniissttrraassii  PPeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  OOttoonnoommii  DDaaeerraahh  

TTrriibbuullaann  II  TTaahhuunn  22002222 

 Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 yaitu Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah terdapat efisiensi sebesar 25%. Efisiensi ini menggambarkan 

capaian kinerja yang baik dan  sesuai dengan yang ditargetkan 

pada Tribulan I;  

2. Sasaran 2 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar 25%. Efisiensi ini 

menggambarkan indikator kinerja terlaksana dengan baik; 

3. Sasaran 3 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Administrasi 

Pemerintahan terdapat efisiensi sebesar 66,6%. Besaran efisiensi 

yang cukup baik tersebut disebabkan oleh output kegiatan yaitu 

penyusunan Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan 

sebesar 4 dokumen tuntas dilaksanakan pada Tribulan I sedangkan 

capaian anggaran sebesar 0% disebabkan realisasi anggaran 

pada Tribulan I tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran Tribulan 

II; 

4. Sasaran 4 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Pelaksanaan Otonomi 

Daerah terdapat efisiensi sebesar minus 3,05%. Efisiensi minus 

disebabkan karena output berupa fasilitasi pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah, Upacara 

Hari Jadi Provinsi dan Pelaksanaan Pemilu terjadwalkan pada 

Tribulan II dan Tribulan IV. Sedangkan capaian realisasi anggaran 

sebesar 3,05% merupakan realisasi dari pembayaran Gaji PTT pada 

Tribulan I; 

5. Sasaran 5 yaitu Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi, Penyusunan 

Dokumen dan Perubahan RKA terdapat efisiensi sebesar 100%. 

Besaran efisiensi ini disebabkan oleh penyusunan dokumen RKA 

SKPD maupun perubahannya tidak teralokasikan anggaran 

sehingga hanya capaian kinerja saja.  
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LLaappoorraann  KKiinneerrjjaa  ((LLKKjj))    

AAnnaalliiss  KKeebbiijjaakkaann  MMuuddaa  SSuubb--SSuubbssttaannssii  AAddmmiinniissttrraassii  PPeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  OOttoonnoommii  DDaaeerraahh  

TTrriibbuullaann  II  TTaahhuunn  22002222 

 

2.3. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tribulan I 

Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa 5 (lima) indikator kinerja 

Analis Kebijakan Muda Sub-substansi Administrasi Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah telah tercapai dengan tingkat efisiensi yang baik. 

 

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana 

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tentunya tidak 

lepas dari hambatan dan kendala. Adapun permasalahan dan 

kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai 

berikut :  

1. Keterlambatan penyerapan anggaran yang disebabkan oleh 

kebijakan baru yaitu pada penyerapan anggaran masing-masing 

Bagian melalui Sekretariat Daerah sehingga keterlambatan salah 

satu Bagian akan mempengaruhi kecepatan penyerapan 

anggaran. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja adalah : 

2. Aktif berkoordinasi dengan Bendahara Sekretariat Daerah terkait 

penyerapan anggaran Bagian Tata Pemerintahan, sehingga tidak 

ada keterlambatan/ketidaksesuaian dengan jadwal yang sudah 

dibuat.  
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LLaappoorraann  KKiinneerrjjaa  ((LLKKjj))    

AAnnaalliiss  KKeebbiijjaakkaann  MMuuddaa  SSuubb--SSuubbssttaannssii  AAddmmiinniissttrraassii  PPeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  OOttoonnoommii  DDaaeerraahh  

TTrriibbuullaann  II  TTaahhuunn  22002222 

 

2.5. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG 

Laporan sudah baik 

Laporan kurang baik 

Laporan segera diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 
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LLaappoorraann  KKiinneerrjjaa  ((LLKKjj))    

AAnnaalliiss  KKeebbiijjaakkaann  MMuuddaa  SSuubb--SSuubbssttaannssii  AAddmmiinniissttrraassii  PPeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  OOttoonnoommii  DDaaeerraahh  

TTrriibbuullaann  II  TTaahhuunn  22002222 

Lumajang, 31 Maret 2022 

Analis Kebijakan Muda 

Sub-substansi Administrasi 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

 

 

 

ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si 

NIP.19910412 201206 2 001 

BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Analis Kebijakan Muda Sub-substansi Administrasi 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tribulan I Tahun 2022 dapat 

disimpulkan secara ringkas sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan 

Muda Sub-substansi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, 5 target kinerja yang 

ditetapkan telah tercapai dengan tingkat efisiensi yang baik;  

3. Adapun permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja adalah sebagai berikut :  

 Keterlambatan penyerapan anggaran yang disebabkan oleh 

kebijakan baru yaitu pada penyerapan anggaran masing-masing 

Bagian melalui Sekretariat Daerah sehingga keterlambatan salah 

satu Bagian akan mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran 

Sekretariat Daerah. 

4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja adalah : 

 Aktif berkoordinasi dengan Bendahara Sekretariat Daerah terkait 

penyerapan anggaran Bagian Tata Pemerintahan, sehingga tidak 

ada keterlambatan/ketidaksesuaian dengan jadwal yang sudah 

dibuat. 
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